BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
Nomor288/Pid.Sus/2020/PN.BIn jika dilihat dari konsep negara hukum bahwa
disamping pertimbangan yang telah sesuai ada beberapa pertimbangan Majelis
Hakim yang keliru. Pertimbangan tersebut ialah terkait korelasi pertimbangan
dengan amar putusan hakim yang ternyata menyatakan bahwa Terdakwa tidak
perlu menjalani masa hukuman disebabkan karena terpidana melakukan suatu
tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 5 (lima) bulan atas
pelanggaran yang telah dilakukan. Disamping itu majelis juga ternyata kurang
mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa dengan jelas
menyatakan bergabung dengan salah satu pasangan calon yakni 03 serta
menantang untuk dapat diproses hukum. Peristiwa hukum inilah yang sama sekali
tidak dipertimbangkan oleh majelis, karana jelas berdasarkan hal tersebut
Terdakwa dengan pernyataannya melanggar ketentuan hukum Kkhususnya
netralitas Kepala Desa dalam Undang-Undang Desa. Jika dilihat dari konsep
negara demokrasi, bahwa pertimbangan hakim yang ternyata menganggap bahwa
apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak perlu dipertimbangkan
yakni terkait merugikan salah satu pasangan calon. Pertimbangan hukum majelis
ini jelas keliru karena dengan jelas bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan

hukum dan netralitas sebagai Kepala Desa.
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B. Rekomendasi

1. Bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum pada dasarnya
haruslah dapat memberikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan hukum khususnya pada perkara netralitas Kepala Daerah.

2. Bagi para peserta pemilu khususnya PILKADA, agar dapat menjaga dan
menerapkan asas-asas dalam pemilu.

3. Bagi Kepala Desa agar senantiasa bersikap netral, karena dengan
melakukan pelanggaran justru akan berdampak kepada salah satu
pasangan calon dan juga masyarakat.

4. Bagi masyarakat agar dapat menciptakan suasana pemilu yang sesuai
dengan negara hukum dan demokrasi agar pemilu dapat berjalan dengan

baik.





